1. Penulisan Judul, nama Penulis, Abstrak dan kata Kunci

Judul Artikel

Nama Penulis

Abstract

Jakarta as the capital of the country, ideally is a beautiful city, clean, orderly, comfortable and organized. But in reality, Jakarta as a metropolitan city that has typical big city, ie, traffic vehicles, large population and construction of buildings and malls, as well as many more number of activities undertaken that cause congestion. Traffic congestion in Jakarta, reflects helplessness Government of DKI Jakarta to anticipation of population growth and development of the city as well as the rapid growth of vehicle so in terms of providing transportation services of any kind can not be done. In fact, transportation is one of the benchmarks of economic resilience of a region or area. Program busway intended to be a solution to the problem of mass transportation in Jakarta, but the lane busway itself is still questionable residents, whether to tackle congestion or even add to traffic congestion in Jakarta. 

Keywords: sociology, transport, local government and local regulations.

Abstrak

Jakarta sebagai ibukota negara, idealnya merupakan kota yang indah, bersih, tertib, nyaman dan teratur. Tetapi kenyataannya, Jakarta sebagai kota metropolitan yang mempunyai ciri khas kota besar, yaitu: keramaian lalu lintas kendaraan, banyaknya penduduk dan pembangunan gedung dan mall, serta banyak lagi sejumlah aktivitas yang dilakukan yang menyebabkan timbulnya kemacetan. Kemacetan lalu lintas di Jakarta mencerminkan ketidakberdayaan Pemda DKI Jakarta dalam mengantisipasi perkembangan penduduk dan pembangunan kota Jakarta serta pertumbuhan kendaraan yang semakin pesat sehingga dalam hal memberikan pelayanan transportasi apapun tidak bisa secara baik terlaksana. Padahal transportasi adalah salah satu tolok ukur dari ketahanan ekonomi suatu wilayah atau daerah. Program busway ditujukan untuk menjadi solusi atas persoalan transportasi massa di Jakarta, namun jalur busway itu sendiri pun masih dipertanyakan warga, apakah untuk mengatasi kemacetan atau justru menambah kemacetan di wilayah DKI Jakarta. 

Kata Kunci: sosiologis, transportasi, pemerintah daerah dan peraturan daerah.

2. Penulisan Catatan Kaki

A. Buku dari Satu Pengarang

Oleh karena itu pemerintah perlu merencanakan secara sistematis penyelenggaraan penerbangan yang memadai dan menjamin kelancaran arus lalu lintas penumpang serta lebih menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan sehingga tidak menimbulkan risiko kerugian terhadap pihak lain.1

Penulisan catatan kakinya:



1 H.K. Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 104.

B. Buku dari Dua Pengarang
Tegasnya, menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberi kebebasan memilih menjadi pejabat kebebasan berbicara dan berfikir kebebasan memiliki kekayaan, kebebasan dari penangkapan tanpa alasan dan sebagainya.1

Penulisan catatan kakinya:



1 Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, ”Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 181 dan 203.

C. Buku dari Tiga Pengarang atau lebih
Penelusuran Van Gerven, et al. tentang kasus-kasus di Perancis memperlihatkan bahwa dalih bencana alam sebagai sebuah cause étrangerè (penyebab eksternal) akan ditolak oleh pengadilan apabila tidak memenuhi syarat externality (lepas dari campur tangan/kesalahan tergugat), unforeseeable (tidak bisa diperkirakan), dan unavoidable (tidak bisa dihindarkan).1
Penulisan catatan kakinya:

1 W. Van Gerven, et. al, “Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Tort Law”, (Oxford: Hart Publishing, 2000), hal. 421.

D. Jurnal

Dalam hal ini, Hall menyatakan bahwa di dalam hukum Romawi bencana alam (act of God), bersama-sama dengan “seizure by enemy forces and violence from pirates and armed robbers”, termasuk ke dalam vis maior yaitu peristiwa yang tidak bisa dihindarkan (inevitable accident), serta tidak bisa dilawan oleh upaya manusia. Cui humana infirmities resistere non potest.1

Penulisan catatan kakinya:

1 C.G. Hall, An Unsearchable Providence: The Lawyer’s Concept of Act of God, “Oxford Journal of Legal Studies”, Vol. 13, No. 2, 1993, 227-248, hal. 228.

E. Skripsi, Tesis, atau Disertasi

Tentang istilah menghormati, dalam teori ketatanegaraan sama dengan mengakui kedaulatan. Artinya secara analogi sama kedudukannya dengan “mengakui dan menghormati daerah istimewa dan daerah khusus”.1

Penulisan catatan kakinya:

1 A. Latif Farikun, “Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas sumber Daya Alam dalam Politik Hukum Nasional”, Skripsi/Tesis/Disertasi Universitas Brawijaya, 2007, hal. 43.

F. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Kementerian

Majelis tersebut harus berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) anggota BPSK yang mewakili unsur Pemerintah (sebagai ketua) dan unsur konsumen dan pelaku usaha sebagai anggota.1
Penulisan catatan kakinya:

1 Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 42, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3821, Pasal 54 Ayat (2).

Pada awal pelaksanaannya, pelaku kegiatan ekonomi syariah menempatkan posisi pengawas syariah di dalam perusahaannya dengan tujuan untuk mengawasi kegiatan operasionalnya agar sesuai dengan syariah.1
Penulisan catatan kakinya:



1 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1992 Nomor 119, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3505, Pasal 5.

Terkait fokus yang pertama, Peraturan Menteri ini mengatur bahwa pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh adalah kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.1
Penulisan catatan kakinya:



1 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012, Pasal 17 ayat (2).

G. Sumber Internet, Koran, dan Majalah
Ditambah lagi krisis finansial yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN sehingga menciptakan suatu tantangan baru dan serius bagi ASEAN untuk lebih memfokuskan untuk memperkecil gap pembangunan diantara negara-negara anggota ASEAN.1
Penulisan catatan kakinya:

1 Termsak Chalermpalanupap, Promoting and Protecting Human Rights in ASEAN, <http://www.aseansec.org/HLP-OtherDoc-2.pdf>, diakses tanggal 4 Maret 2012.

Jumlah ini masih jauh dari memadai sehingga MA menargetkan akan merekrut 96 Hakim Ad hoc Tipikor baru pada tahun 2012 karena berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perlu dibentuk Pengadilan di setiap Kotamadya untuk Daerah Khusus Ibukota (Jakarta), sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini hanya berada di Jakarta Pusat akan ditambah di Kotamadya lainnya.1
Penulisan catatan kakinya:

1 Harian Kompas, MA Tambah 4 Pengadilan Tipikor, Rabu 13 Juni 2012, hal. 15.

BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi nasional disamping, Swasta/PMA/Kopersi/UKM. Dalam sistim perekonomian nsional. BUMN berperan menghasilkan barang/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.1
Penulisan catatan kakinya:

Budi Santoso, “Memakmurkan Rakyat”, Majalah Tempo, 31 Januari 2001.

H. Hasil wawancara

Namun demikian masih banyak negara-negra yang masih terbatas mengakui dan melindungi HAM khususnya CMLV. Untuk itu universalisasi HAM masihlah banyak mengalami kendala, perlu adanya adaptasi dan perkembangan perlahan untuk mearah penegakan HAM sepenuhnya.1
Penulisan catatan kaki:

1 Wawancara dengan Bapak Adijaya Jusuf, staff pengajar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  tanggal 1 November 2012.
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